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PENUTUP 

V.l. Kesimpulan 
Berbagai dasar tWltutan digWlakan oleh masing - masing negara Wltuk 
melakukan klaim yaitu meliputi dasar tWltutan yang bersifat historis yang dilakukan 
oleh Cina, Taiwan dan Vietnam,dasar tWltutan yang berkaitan dengan discovery dan 
okupasi ( Terra Nullius ) yang dilakukan oleh Filipina dan dasar tWltutan yang 
berkaitan dengan faktor alam yang juga dilakukan oleh Filipina melalui dalil 
Proximity, serta dasar tuntutan yang berkaitan dengan faktor alam yang dilakukan 
oleh Malaysia dan BrWlei Darussalam melalui tWltutan landas kontinen. 
KemWlgkinan meningkatnya suhu konflik tetap ada, meskipWl ada pemyataan 
bersama yang dihasilkan oleh anggota negara - negara ASEAN yang dihasilkan 
dalam workshop di BandWlg Wltuk meningkatkan kerjasama di kawasan Laut Cina 
Selatan dan menyelesaikan konflik secara damai dan juga selama belum ada 
penyelesaian konflik secara jelas, tetapi kemWlgkinan penggWlaan kekuatan militer 
dalam jangka pendek masih dapat dihindari karena terjadinya krisis ekonomi yang 
melanda asia yang membuat negara - ncgara menjadi berpikir seribu kali terlebih 
dahulu Wltuk mengeluarkan dana dalam jumlah besar, mengingat peperangan 
memerlukan dana dalam jumlah besar. Tetapi tidak tertutup kemWlgkinan dimasa 
yang akan datang konflik ini akan berkembang ke arah penggunaan kekuatan militer 
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jika masalah ini tidak segera diselesaikan, mengingat masalah batas ncgara 
merupakan masalah yang sangat sensitif. 
Berbagai hal atau alasan dapat dijadikan dasar tWltutan dalam melakukan klaim 
sepanjang dasar tuntutan tersebut logis, tidak bcrtcntangan dcngan hukum 
intemasional dan kepatutan ( ex aequo et bono) dil11ana ex acquo ct bono juga 
tenllasuk dalam salah satu sumber hukwn intemasional. Tetapi setelah bcrlakwlya 
KHL 82 melalui pasal 289 tidak dapat diterima adanya klahn yang didasarkan atas 
alasan historis. Selain itu hukum intemasional seeara umwu dan KHL 82 khususnya, 
mengatur dan menekankan bahwa perolehan wilayah atau pcnctapan batas wilayah 
harus dilakukan melalui eara - eara damai dan diwujudkan mclalui perjanjian 
,: 
intemasional. Penggunaan hak hak sejarah sebagai dasar dalam mengajukan klaim 
dapat diterima sepanjang tidak mendapat tantangan dari negara lain, tctapi KHL 82 
tidak dapat menyelesaikan masalah sengketa yang berkaitan den gall hak hak sejarah 
seperti yang dipersengketakan oleh Cina, Republik Sosialis Vietnam dan Taiwan. 
KHL 82 juga telah mengatur altematif penyelesaian sengkcta scrta sar~Ula ­
sarana penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan interpretasi dan penerapan dari 
konvensi terse but yang berkaitan dengan penerapan batas - batas laut serta 
menyediakan juga forum tempat proses penyelesaian sengketa dalam pasal 287 KHL 
82 dan dalam pasa! 295 dikatakan bahwa setiap putusan dari forum tcrsebut bersifat 
tingkat akhir dan mempunyai kekuatan mengikat 
VI.2. Saran 
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Hal yang tidak dapat dilupakan melakukan hubwlgan intc1'1lasional pada 
umumnya adalah hendaknya masing - masing negara mempwlyai itikad baik dan 
tetap berpegang teguh pada prinsip - prinsip hukwn internasional khususnya yang 
berkaitan dengan perolehan wilayah secara sah, serta masing - masing negara yang 
bersengketa hendaknya menWljukkan itikad baik Wltuk mennyelesaikan sengketa 
secara damai dan menghilangkan kecurigaan yang berlebihan antara yang satu 
dengan yang lain. Selain itu harus dihindari upaya perolehan wilayah melalui jalan 
kekerasan atau cara - cara lainnya yang bertentangan dengan hukum internasional 
serta ex aequo et bono dan peremtory norm of general international law, sebab 
perolehan wilayah dengan cara - cara tersebut tidak akan l11endapat pengakuan 
II.~ 
internasional dan tidak akan membawa manfaat. 
Penyelesaian sengketa ini sebaiknya sesegera mWlgkin Wltuk diselesaikan secara 
jelas dan tWltas karena sengketa ini merupakan konflik yang potensial untuk 
berkembang menjadi konflik terbuka yang mengarah kepada penggunaan kekuatan 
militer di masa yang akan datang. 
Alternatif penyelesaian sengketa yang tepat bagi masalah sengketa ini adalah 
melalui Mahkamah internasional atau forum - forwn lainnya yang diatur dalam pasal 
287 UNCLOS 82 dengan terlebih dahulu masing - masing pihak menyatakan consent 
to be bOWld Wltuk menyelesaikan sengketa batas tersebut, kemudian sambil· 
menWlggu hasil dari proses penyelesaian sengketa tersebut masing - masing negara 
yang bersengketa berkumpul Wltuk membuat suatu perjanjian tentang penetapan Laut 
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Cina Selatan khususnya Spratly menjadi suatu Zona KeJja Sama antara negara ­
negara pantai disekitar Laut Cina Selatan. 
Dalam altematif penyelesaian sengketa diatas terdapat dua keuntungan sekaligus 
yaitu penetapan batas wilayah yang dipersengkatakan para pihak menjadi jelas 
melalui putusan Mahkamah Intemasional, selain itu pemanfaatan sumber daya alam 
di Laut Cina Selatan khususnya kepulauan Spratly dapat segera dimanfaatkan secara 
ekonomis ( eksplorasi dan eksploitasi ) dengan tidak membuang - buang waktu untuk 
menunggu hasil dari proses penyelesaian sengketa di Mahkamah Internasional. Selain 
itu manfaat lain yang dapat diperoleh adalah semakin terjanlinnya keamanan dan 
stabilitas di kawasan Asia Tenggara pada umumnya dan kawasan Laut Cina Selatan 
;, 
khususnya. 
Demikianlah hasil penulisan Skripsi tentang Tumpang - Tindih Pengakuan 
Wilayah Di Laut Cina Selatan Atas Kepulauan Spratly. Kritik dan saran terbuka 
untuk kemajuan dan perbaikan penulisan ini. 
